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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis serta pembahasan dalam menjawab rumusan masalah 

dalam penelitian sebagaimana di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 

dijabarkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan asas Ultimum Remedium dapat diketahui bahwa hukum 

pidana merupakan sebuah upaya terakhir yang digunakan untuk 

penyelesaian suatu perkara, karena  apabila suatu perkara dapat 

diselesaikan melalui jalur di luar hukum pidana (kekeluargaan, 

negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah 

jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. Tetapi, setelah dianalisis upaya 

kebijakan di luar hukum pidana (Nonpenal) yaitu sanksi administratif 

seperti didalam Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 dan sanksi perdata 

yang terdapat dalam Pasal 26 UU ITE sanksi-sanksi tersebut tidak 

efisien walaupun bisa digunakan tetapi tidak tepat sasaran kepada 

pelaku jual beli data pribadi di media sosial dan terlalu banyak korban 

yang dirugikan serta kerugian yang sulit ditafsirkan. Lalu 

mempertimbangkan ketentuan pidana yang sudah ada seperti dalam 

KUHP, UU Adminduk, dan UU ITE, pengaturan tersebut walaupun bisa 

dikenakan kepada pelaku jual beli data pribadi di media sosial tetapi 

tidak efisien dan tidak tepat sasaran kepada pelakunya yaitu penjual dan 

pembeli data pribadi. 

2. Selanjutnya melihat kriteria umum kriminalisasi dalam Simposium 

Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada Bulan Agustus 1980 di 

Semarang, perbuatan jual beli data pribadi masuk kedalam tindakan 

yang dapat dikriminalisasi karena melihat kepada kerugian serta 

ketertiban bermasyarakat perbuatan ini sangat membahayakan dan 

memiliki dampak lanjutan lainnya yang dapat menimbulkan perbuatan 
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pidana lainnya yang jauh lebih membahayakan. Lalu karena tidak 

adanya aturan yang secara komprehensif atau khusus mengatur tentang 

perbuatan jual beli data pribadi, maka perlu adanya pengaturan yang 

secara khusus mengatur perbuatan jual beli data pribadi tersebut dengan 

terdapat suatu ketentuan pidana yang tegas didalamnya seperti sanksi 

penjara dan sanksi denda.  

 

5. 2 Saran 

Adapun saran-saran yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana 

pelaku jual beli data pribadi di media sosial adalah sebagai berikut: 

1. Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan data pribadi pada saat 

ini belum ada yang terdapat  Pasal yang efisien untuk memidanakan 

pelaku jual beli data pribadi di media sosial yang membuat susah untuk 

memidanakan pelaku jaul beli data pribadi, maka seharusnya 

pemerintah membuat Pasal yang berisi tentang larangan terhadap 

perbuatan jual beli data pribadi di media sosial dengan sanksi pidana 

yang sesuai seperti penjara dan denda, karena sanksi administratif dan 

sanksi perdata tidak cukup untuk para pelaku jual beli data pribadi di 

media sosial. 

2. Melihat pengaturan tentang perlindungan data pribadi belum diatur 

secara komprehensif dimana masih tersebar di sekitar 32 aturan yang 

ada di Indonesia, hal terebut membuat perlindungan data pribadi di 

Indonesia sangat mengkhawatirkan, dan tidak menjamin keselamatan 

atas data pribadi masyarakat karena belum ada payung hukum yang 

menaungi perlindungan data pribadi. Maka dari itu, pemerintah harus 

segera merampungkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data 

Pribadi untuk menjadi Undang-Undang. Lalu, memerintah membuat 

ketentuan pidana yang berisi Pasal yang dapat memidanakan baik pihak 

penjual data pribadi dan pembeli data pribadi karena dampak dari jual 

beli data pribadi sangat memakan korban yang banyak dan dapat 

menimbulkan permasalahan selanjutnya. 
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3. Membuat suatu lembaga perlindungan data pribadi, karena pada saat ini 

banyak sekali kasus berkaitan dengan data pribadi yang sangat 

membahayakan masyarakat dan pemerintah harus lebih berfokus 

terhadap perlindungan tersebut dengan membuat lembaga khusus 

tersebut. 

4. Pemerintah harus menerapkan prinsip persetujuan didalam sebuah 

peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi karena 

persetujuan sangat diperlukan dalam berkaitan pemberian dan 

pengelolaan data pribadi agar masyarakat tahu batasan atas penggunaan 

data pribadi milik orang lain dari persetujuan pemilik data pribadi 

tersebut. 

5. Masyarakat harus lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi dan 

informasi dan menggunakan teknologi dan informasi untuk hal positif 

untuk menciptakan ketertiban umum di dunia nyata maupun dunia 

nyata, tertutama pemanfaatan media sosial yang saat ini menjadi salah 

satu tempat untuk melakukan perbuatan jual beli data pribadi.  
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